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ABSTRAK :  - Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea 
Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan 
Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian belum dapat menampung 
kebutuhan penyempurnaan ketentuan perpajakan, serta untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 
20, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan 
Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai 
Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta 
Pemeteraian Kemudian.  

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 

4916), UU 10 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 240, TLN No. 6571), Perpres 57 Tahun 2020 (LN 
Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. Pihak Yang Terutang melakukan pembayaran Bea  
Meterai yang terutang pada saat terutang Bea Meterai. Dokumen yang terutang Bea Meterai 
dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 
Pembayaran Bea Meterai yang terutang pada Dokumen dilakukan dengan menggunakan 
Meterai atau SSP. Meterai berupa Meterai Tempel, Meterai Elektronik, atau Meterai Dalam 
Bentuk Lain. Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Tempel dilakukan 
dengan membubuhkan Meterai Tempel yang sah dan berlaku serta belum pernah dipakai 
untuk pembayaran Bea Meterai atas suatu Dokumen, pada Dokumen yang terutang Bea 
Meterai. Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Elektronik dilakukan 
dengan membubuhkan Meterai Elektronik melalui Sistem Meterai Elektronik pada Dokumen 
yang terutang Bea Meterai. Meterai Elektronik memiliki Kode unik berupa 22 (dua puluh dua) 
digit nomor seri Meterai Elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Meterai Elektronik. 
Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Dalam Bentuk Lain dilakukan oleh 
Pembuat Meterai dengan membubuhkan Meterai Dalam Bentuk Lain pada Dokumen yang 
terutang Bea Meterai. Dalam hal pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai 
Tempel atau Meterai Elektronik tidak memungkinkan untuk dilakukan pada saat terutang Bea 
Meterai yang disebabkan oleh keadaan, pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan SSP 
oleh Pihak Yang Terutang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak 
saat terutang Bea Meterai. Pemeteraian Kemudian dilakukan untuk Dokumen yang Bea 
Meterainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya dan/atau Dokumen yang 
digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai 
Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian 
Kemudian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 



  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2021. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 September 2021 dan diundangkan pada 

tanggal 29 September 2021. 

  - Lampiran: halaman 21-26. 

 


